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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari

pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilltas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang

AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilltas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun sesuai dengan kaidah dan

sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Peijanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud

diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk

melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian

kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 inl akan memberi

arti bagi para penggunanya dan sebagai salah suatu bentuk gambaran peranan yang

dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dalam rangka menuju " Good Governance".

Samarinda, 24 Januari 2022

Inspektur,

Dr. H. M. irfan Prananta. SE. MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 008
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Laporan Kinerja tnstansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja

yang yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan

Gubenur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2021 serta seluruh

program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun

2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.

Laporan Kinerja ini dlsusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2021

yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang

telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang

merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level

output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur

keberhasilan organisasi. Analisis-analisis yang dilakukan atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidendtifikasikan sejumlah keberhasilan

kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja

dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) seila Program dan Kegiatan yang

telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan

komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam
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merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja

dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasllan kinerja Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur.

Penilalan kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2021 dilakukan terhadap Indikator output maupun outcome kegiatan yang

tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan cara membandingkan antara

target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggambarkan dan menunjukkan bahwa

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 4 (empat) sasaran, 17

(tujuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90,52%.

Sedangkan untuk pencapaian 3 Program dan 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang

telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik

100% dan realisasi anggaran/keuangan 74,83%. Untuk melaksanakan semua

aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 39.146.734.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 29.293.645.999,00 (74,83%).

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran,

tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan

secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala priorltas yang telah

ditetapkan. Sisa anggaran teijadi karena adanya efisiensi dalam pengguna

anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih

terdapat permasalahan-penmasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja,

namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi
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secara berketanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit

agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi

realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / person!! aparat

pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan

Kinerja Tahun 2021 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang

dipergunakan sebagai alat pembanding dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

pada masa yang akan datang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Qubernur Nomor

46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungs! dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung buian Desember 2016

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dan pada tahun 2020 teiah dilakukan revisi atas Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun

2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun

2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

beryanggung jawab kepada Gubernur melaiui Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

mil
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B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, balk di Provinsi maupun di Kabupaten

/ Kota. Dalam rangka akuntabiltas dan objektifitas hasit pengawasan, maka

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan

pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan

kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam bidang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat

daerah.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan

dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 34 Tahun 2020, yaitu

Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintah daerah. maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur

Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur

dan/atau Menteri;

4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai

berikut;

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan Program.

2. Subbagian Umum.

3. Subbagian Keuangan

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor, Auditor Kepegawaian dan

P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini ;

iwttTuBiri7mwvs;»ii//Ki\n\ huh



Sekretariat
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BABJ.

D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah

sangat tergantung pada sumber daya manusia teruatama Aparatur Sipil

Negara. Oieh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern

yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil

Negera yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi

Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan

merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan

etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
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Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan

pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk

tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan

tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan

yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus

terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya

pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan

zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik

serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu

menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa

yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan,

sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada dl Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah pegawai

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 107 orang yang terdiri dari

77 orang PNS/ASN dan 30 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 107 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat

fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga

Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan.

Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang

berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.
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Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan

Jenis

Kelamin
Golongan Penddlkan

Laki-

Laki
PR IV III II 1

Pasca

Sarjana
Saijana Dipt SLTA SLIP SD

inspektur 1 - 1 - - - - 1 - - - -

Sekretaris - 1 1 - - - 1 - - - - -

Irbanbidwas 4 - 4 - - - 2 2 -
- - -

Kasubbag 1 2 1 2 - - 1 2 - - - -

Fungsional

Tertentu
27 17 4 39 1 - 6 35 3 - - -

Fungsional

Umum
16 a - 12 11 1 - 6 10 6 1 1

Jumlah PNS 49 28 11 53 12 1 10 46 13 6 1 1

Jumlah

Honor/PTT
18 12 - - - - - 19 2 9 - -

Jumlah PNS

dan PIT
67 40 11 53 12 1 10 65 15 15 1 1

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih, adalah baik aspek strategis intenal maupun ekstrernal

sebagai berikut;

1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan, dukungan peraturan perundang-

undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungstnya.

i\smmnirmi\^iK\i.ni\\ri\iniui
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2. Aspek Kompetensi SDM, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balk segi

kualitas dan kuantltas.

3. Aspek Produk Yang Dihasilkan, kekuatan inspektorat Provinsi Kalimantan

Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai

dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat

strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu

melakukan pengav^asan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur

yang menjalankan amanah rakyat.

4. Aspek Metode Pengawasan, perlu terus dikembangkan metodologi

pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program

pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, pemberian

advis/saran dan konsulting dan kontrol internal.

5. Aspek Sistem Penghargaan (Reward System), sistem penghargaan

merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada

pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan

tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai

atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem

penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi,

mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu

mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai

shareholder.

6. Aspek Budaya Organisasi, yang meliputi ;

a. Integritas, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan

bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk

dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil

keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas

pribadi dan organisasi.

b. Profesionai, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk

melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang

ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi,

nsi'imini umwi u (jiiik



^ewfesuLu 3i3Ji€3m as^aicv 2021 BAB I

berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang iuas

serta keterampilan yang tinggo.

c. Obyektif, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan

data/infonnasi sesuai dengan fakta metahal yang ada, dan menghindari

benturan kepetingan yang dapat menganggu dalam bersikap dan

pengambilan keputusan.

d. Independent, sikap menujunjung tinggi ketldakberpihakan,

mengedapankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

6. Perbaikan terus menerus, sikap untuk selalu mengembankan diri,

mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode,

mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kaulitas pelayanan

terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI ( ISU

STATEGtS)

Isu- Isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai

anaiisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan

yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama

yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Ttmur adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendaiian Intern Pemerintah

berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di

Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

llWIt
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Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 23 Tahun 2020.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang

dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.

4. Masih terbatasnya kuaiitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya

di bidang pengawasan terkait jabatan fungsionaf Auditor dalam rangka

peningkatan kapabiltas APIP Inspektorat Daerah Provinst kalimantan Timur.

5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran,

khususnya untuk keglatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang

optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang

telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana

yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus diperslapkan untuk

menghadapl perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur per 31 Desember2021 :

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Tahun 2021

No. Uraian Banyaknya Satuan

1. Tanah 4.385 M2

2. Gedung Kantor 2.300 M2

3. Ruang Rapat 2 Ruang
4. Ruang Kerja Pejabat Struktural 9 Ruang

5.
Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum

9 Ruang

6. Ruang Arsip 7 Ruang
7. Ruang Perpustakaan 1 Ruang

9
































































































































































































































































